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Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP Pratama

Singaraja

Penerbitan Surat Teguran

Pencairan Surat Teguran

Tahun Lembar Nominal/RP Lembar Nominal/ RP
2017 1.156 5.819.128.407 271 507.632.587
2018 2.476 8.109.632.361 439 1.704.900.883
2019 4.707 28.552.563.587 893 6.118.974.468
2020 2.733 32.516.828.863 531 9.814.886.306
2021 2.871 14.116.345.724 757 3.386.093.677

Sumber: Seksi Penagihan di KPP Pratama Singaraja

LEMBAR WAWANCARA




Kepada Yth

Bapak Imam Kasihan

Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja

JI. Udayana No. 10 Singaraja

L

Bagaimana prosedur penagihan pajak? Apakah prosedur penagihan
pajak yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja sudah sesuai dengan
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan UU PPSP No. 19
Tahun 20007

Jawab :

Penangihan pajak sudah sesuai dengan KUP dan UU PPSP No.19
Tahun 2000.

Apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya?

Jawab :

Tunggakan pajak terjadi karena masih rendahnya kesadaran Wajib
Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan dimana setiap tahunnya
jumlah utang pajak atau ketetapan pajak terus bertambah sedangkan
jumlah pelunasan pajak menurun.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi
tunggakan pajak?

Jawab :

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan
pajaknya yaitu karena:

a) Kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak



dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat surat teguran dan
surat paksa.

b) Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi
tunggakan pajakanya.

¢ Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran
karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika
dibayarkan sekaligus.

d) Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan
atas jumlah tunggakan pajaknya.

4, Kendala apa saja yang menjadi hambatan jurusita pajak dalam
melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
di KPP Pratama Singaraja?

Jawab :
Kendala yang menjadi hambatan penagihan pajak adalah:

¢) Wajib pajak atau penanggung pajak berusaha menghindari
pembayaran pajak.

f) Wajib pajak atau penaggung pajak tidak dapat diketahui
tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha.

g Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha
aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset
lagi.

h) Sikap wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif,
surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga

surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa



yang dimana surat tesebut disampaikan secara langsung oleh
jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib
pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.

Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia belum
atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas

padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.

RIWAYAT HIDUP
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